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ABSTRAK 
 
 
 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya 
kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk merealisasikan 
amanat tersebut diperlukan instrument undang-undang di berbagai bidang 
antara lain bidang keamanan, ketertiban, dan bidang kesehatan, di mana untuk 
melaksanakan undang-undang tersebut diperlukan peraturan pelaksanaan yang 
dibuat oleh para Penguasa Administrasi Negara.  

Untuk melaksanakan pasal-pasal KUHP, Lembaga Legislatif bersama 
Pemerintah telah memberlakukan KUHAP, sedangkan guna melaksanakan 
undang-undang bidang Kesehatan Lembaga Legislatif bersama Pemerintah 
telah memberlakukan berbagai peraturan perundangan di bidang tersebut antara 
lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran beserta peraturan 
pelaksanaannya. Adapun Peraturan Pelaksanaan tersebut antara lain 
Kepmenkes Nomor 595/1993 tentang Standar Pelayanan Medis. Dalam Standar 
Pelayanan Medis tersebut di samping pelayanan terhadap berbagai jenis 
penyakit terdapat juga pelayanan medis bidang Kedokteran Forensik, guna 
membantu penegak hukum dalam proses peradilan.      

Dalam sidang peradilan penegak hukum akan selalu memerlukan alat 
bukti. Berbagai alat bukti tersebut diperlukan dalam perkara pidana guna 
menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Adapun menurut peraturan 
perundangan, alat bukti yang sah dalam perkara pidana di antaranya adalah 
keterangan ahli. Keterangan ahli tersebut bila berujud surat yang dibuat oleh 
dokter atas permintaan resmi dari yang berwajib dan memuat hasil pemeriksaan 
dari korban, lazim disebut Visum et Repertum. 

Kenyataan membuktikan bahwa meskipun ada alat bukti lain yang 
berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, namun di 
depan hakim sebuah Visum et Repertum memiliki nilai bukti yang lebih tinggi 
oleh karena tidak akan pernah berubah sebagaimana halnya alat bukti yang lain. 
Oleh karenanya, sebagai konsekwensi dari hal tersebut adalah, diperlukannya 
suatu peraturan agar selain proses permintaan dari aparat penegak hukum, 
pengadaan Visum et Repertum oleh dokter juga jangan sampai bertentangan 
dengan peraturan perundangan yang berlaku.  
 Untuk itu, selain harus mengacu kepada KUHP dan KUHAP, tiap dokter 
yang bekerja di berbagai sarana kesehatan dalam melaksanakan tugasnya di 
bidang Kedokteran Forensik, harus patuh kepada Standar Pelayanan Medis 
bidang Kedokteran Forensik yang berlaku, sedangkan Standar Pelayanan  
tersebut tentunya harus sesuai pula dengan peraturan hukum di atasnya 
termasuk proses pembuatannya yang juga sesuai dengan peraturan hukum 
Administrasi Negara. Hal tersebut adalah dikarenakan jika sebuah Kepmenkes 
yang berisi SPM itu tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berada di 
atasnya, maka dari sisi hukum Kepmenkes itu tidak sah dan harus direvisi.  
  
 
 
 
 
 



  

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 In Panca-Sila (The five Principles of Republic of Indonesia) and Undang-
undang Dasar Republik Indonesia 1945 / UUD ’45 (1945 Basic Constitution of 
the Republic of Indonesia) as well, as the uppermost / major premise there’s 
stated about the welfare of all the citizens. Talking about welfare, there according 
to definitions includes prosperity and healthy condition of man. Some stipulations 
of both Panca-Sila and UUD ’45 over welfare, are broken down as ‘concrete 
norm-geving’ in many articles and paragraphs of laws and regulation esp. in 
Health or Medical laws and regulations. 
 In Medical laws and Regulation there’s stipulated the existence and 
function of Healh Ministerial Decrees, one of them is the Kepmenkes No. 
595/1993 that is actually very important. It’s operational purpose partly is able to  
be used by a doctor as medical guidance or standard to manage the patient, 
beside guiding the doctors to make an affidavit  in accordance to the laws. 

To get a just verdict in court, a legal profession in criminal justice system 
(CJS) needs several evidential matters as justifier. The justifiers are needed in 
criminal affairs to decide whether a suspect is proved guilty. Due to the law, there 
are many legal evidences in civil affairs and also in criminal affairs, and one of 
them is the expert’s testimony. Commonly, a written medical testimony or 
medical affidavit made by the physician is called Visum et Repertum or 
shortened to Visum. 
  It is a fact that even there are many kinds of justifier, a Visum possesses 
a higher valuable proof, because it’s never changed and persistently consistent. 
Therefore and as the consequence, for the sake of law and regulation to require 
a Visum proposed by judicative authorities and to make it by the doctor must be 
in accordance with the current legal procedures.  
 So, when working for Forensic Medicine discipline at any health 
institution, every doctor’s legal attitude to process the Visum has to meet those 
procedures. Processing the Visum must be based on Criminal Laws i.e. articles 
in the Criminal Code; KUHP, and the Criminal Code Procedures; KUHAP, beside 
on Civil Administration Law, as well. Thuswise means the current Kepmenkes 
No. 595/1993 must be in accordance with the all three regulations mentioned 
above i.e. KUHP, KUHAP and the Civil Administration Law. 
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